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ABSTRACT 
 
Criminology Assessment  Regarding Traffic Violation By 
Children (Study Case in Makassar during 2013-2016). Prepared by 
Novita Indriyanti Budiman (B1111 13 380) under guidance of Dr. Andi 
Muhammad Sofyan S.H, M.H and Dr. Abd. Asis S.H., M.H as the 
academic supervisor. Submitted to Legal Study Programm Department of 
Criminal Law Faculty of Law Hasanuddin University, to fullfil requirement for 
graduate degree of law. 
This research is to determine all root factors that cause traffic light 
violation by children and also to determine it's potential mitigation. The data 
use in this research is generate base from cases that available at 
Indonesian Police Office - Resort Makassar City, interview and 
documentation report was the technique to collect all data to produce 
primary and secondary data. 
Final result of this research inform that 1. Traffic light violation by 
children accoured due to the present of several driving factors. Two driving 
factors theory that involve are motivation theory and social control theory. 
1) Motivation theory divided in two : a. Intrinsic motive, children behavior 
that cause traffic light violation are depends on inteligency, age and also 
gender. b. Extrensic motive, children behavior that cause traffic light 
violation are depends on family, education/school and interaction amongs 
other children. 2) Social control theory, social environment effect children 
behavior to violate traffic light. 2. Effort and mitigation that put into effective 
by police as the law enforcement officer are preemtive, preventive and 
represive action. Preemtive action including socialization at every school to 
inform children about traffic light rules, risk and accident and negative 
impact that cause by traffic violation. Preventive action is presented officer 
on duty at every traffic light juction. Represive action including saction ticket 
for children that violate traffic light. 
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ABSTRAK 
 
NOVITA INDRIYANTI BUDIMAN (B1111 13 380), dengan judul 
Tinjauan Krimonologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang 
Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2013-2016). 
Di bawah bimbingan Bapak Andi Muhammad Sofyan selaku Pembimbing 
I dan Bapak Abd Asis selaku Pembimbing II. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak 
di Kota Makassar serta upaya-upaya penanggulangannya. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan memilih tempat 
penelitian di Polres Kota Makassar, bertujuan untuk mendapatkan data 
primer dan sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Penyebab pelanggaran 
lalu lintas yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum Kota Makassar, 
tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong. Faktor pendorong ini 
terbagi atas 2 teori yaitu teori motivasi dan teori kontrol sosial. 1) Teori 
motivasi terbagi atas dua yaitu : a. Motivasi intrinsik, perilaku anak yang 
dipengaruhi oleh faktor intelegensia, faktor usia, dan faktor jenis kelamin 
sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. 
b. Motivasi ekstrinsik, perilaku anak yang dipengaruhi faktor keluarga, faktor 
pendidikan dan sekolah, serta faktor pergaulan anak sehingga 
menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. 2) Teori 
kontrol sosial, sosial atau lingkungan sekitar juga merupakan salah satu 
faktor penting yang mendukung anak untuk melakukan pelanggaran lalu 
lintas. 2. Adapun upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal 
ini kepolisian dalam menanggulanginya adalah : dengan dilakukannya 
upaya pre-emtif (awal pencegahan) preventif (tindak lanjut dari upaya awal 
pencegahan) dan upaya represif (penegakan hukum). Upaya pre-emtif 
yang berupa sosialisasi ke tiap sekolah dan lingkungan masyarakat. Upaya 
preventif yang berupa penjagaa disetiap pos lalu lintas. Upaya represif yang 
berupa teguran serta pemberian sanksi berupa tilang (bukti pelanggaran) 
bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada 
suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang bertujuan untuk 
memuaskan diri sendiri. Bahkan, kebutuhan ini kadang-kadang timbul 
karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara 
umum kebutuhan manusia dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, 
dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam diri atau dari 
orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering 
dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan 
atau manusia lainnya. Hal seperti ini akan menimbulkan suatu ketidak 
seimbangan dalam kehidupan. 
Untuk mengembalikan kehidupan yang seimbang dan bernilai baik, 
diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan 
ketidakseimbangan. Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh 
pelakunya merupakan hasil dari rasa ketidakenakan yang dirasakan oleh 
masyarakat. 
Penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu 
perbuatan, baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan 
kepentingan umum. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum 
terutama hukum pidana yang mengatur kehidupan yang bersifat publik, 
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yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum. 
Yang dimaksud dengan “hukum pidana” adalah keseluruhan peraturan atau 
norma hukum yang berisi larangan dan perintah, dan barangsiapa yang 
melanggarnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Dalam hukum pidana 
ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-larangan yang merupakan juga 
ketentuan-ketentuan dalam kesopanan kesusilaan dan norma-norma suci 
agama. Dalam peristiwa hukumnya hal ini dapat merugikan masyarakat. 
Misalnya saja “Sebagai manusia hormatilah antarsesamanya”. Bila ada 
yang melanggar pernyataan tersebut baik dengan ucapan maupun dengan 
kegiatan fisiknya, ia akan dikenakan sanksi. 
Wujud dari sanksi pidana itu sebagai sesuatu yang dirasa adil oleh 
masyarakat. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial 
dengan kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks, setiap individu ingin 
merasakan kenikmatan hidup di dunia ini dengan nyaman tanpa 
memperdulikan orang lain disekitarnya. Maka dari itu untuk merasakan 
kenikmatan bersama yang baik batasan-batasan tingkah-laku yang 
mengandung unsur saling menghargai diri masing-masing kepentingan 
individu dalam situasi kebersamaan dan situasi sosial dapat dirasakan 
keserasiannya secara bersama 
Sifat saling tidak menghargai akan menimbulkan keresahan dalam 
masyarakat dan sering kali berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan 
pidana yag telah diatur. Salah satu pelanggaran yang menimbulkan 
keresahan dalam masyarakat yaitu pelanggaran lalu lintas yang biasa 
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dilakukan oleh para anak. Permasalahan ini bukanlah hal baru yang terjadi 
dalam masyarakat saat ini, khususnya di kota Makassar, pelanggaran lalu 
lintas yang dilakukan oleh anak dapat disebut sebagai budaya yang sering 
dilakukan. Dalam hal berlalu lintas, anak seringkali mengabaikan 
keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya bukan hanya bagi mereka 
sendiri tetapi juga bagi para pengendara lainnya, yang tanpa mereka sadari 
dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran dalam berlalu-
lintas. Sehingga pada saat dilakukan oprasi tertib lalu lintas di jalan raya 
yang dilakukan oleh Polantas seringkali ditemui kasus pelanggaran lalu 
lintas yang dilakukan oleh anak. 
Pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak oleh 
aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung tinggi hak 
asasi setiap warganegara terutama anak. Dalam hal ini peran dari setiap 
penegak hukum serta dalam hal ini peran orang tua merupakan hal yang 
sangat penting dalam menentukan proses penegakan hukum dalam suatu 
Negara, karena citra hukum dari suatu negara akan dilihat dari setiap 
tindakan yang dilakukan oleh para aparatur negara. 
Dalam Undang-Undang (yang selanjutnya disingkat UU) No. 2 
Tahun 209 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya 
disingkat UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LAJ), diatur bahwa 
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaran Bermotor di Jalan wajib 
memilki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis Kendaran 
Bermotor yang dikemudikan”. SIM ini dapat diperoleh dengan memenuhi 
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persyaratan dari segi usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. 
Persyaratan dari segi usia tentunya merupakan hal yang paling penting. 
Berdasarkan persyaratan tersebut, maka seseorang yang belum mencapai 
usia yang ditentukan belum bisa mendapatkan SIM dan tidak diperbolehkan 
mengendarai kendaran bermotor. Untuk mendapatkan Surat Izin 
Mengemudi (SIM) A, C dan D ditentukan paling rendah usia 17 tahun. 
Maka, jelaslah bahwa pengunan kendaran bermotor pada anak dimana 
belum berusia 17 tahun merupakan pelangaran terhadap UU Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan. 
Dalam hal ini seorang anak dilarang mengemudikan kendaran 
bermotor dikarenakan emosi yang masih labil, kematangan berfikir yang 
kurang sehinga belum mampu mengambil keputusan dengan cepat, rasa 
tangung jawab yang rendah dan ditambah lagi kurangnya pemahaman 
akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. 
Pelanggaran yang seringkali dilakukan oleh anak, antara lain : 
seringnya para pengendara sepeda motor tidak memiliki Surat Tanda 
Nomor Kendaraan bermotor (STNK) ataupun Surat Izin Mengemudi (SIM), 
tidak mengenakan helm standar, menggunakan knalpot rakitan/racing, 
mengendarai kendaraan melebihi muatan, melanggar rambu-rambu lalu 
lintas di jalan raya dan berkendara melawan arah. Hal ini membuktikan 
bahwa kesadaran akan hukum masyarakat dalam hal ini anak masih 
kurang, padahal serangkaian aturan yang dibuat demi menjaga 
keselamatan masyarakat itu sendiri.  
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Dalam hal masalah lalu lintas ini sedikit menimbulkan pro dan 
kontra oleh sebagian orang karena seringkali dianggap remeh sehingga 
menimbulkan sikap ketidak pedulian. Namun sebenarnya hal yang tidak 
disadari dari rasa ketidak peduliann ini dapat memiliki dampak yang negatif 
dan merugikan bagi masyarakat, misalnya saja dapat terjadi kecelakaan 
lalu lintas yang berujung maut. 
Pelanggaran lalu lintas terjadi bukan hanya karena ketidaktahuan 
pengendara mengenai aturan-aturan dan rambu-rambu lalu lintas di jalan, 
akan tetapi seringkali juga merupakan faktor kesengajaan yang disebabkan 
oleh kurangnya kesadaran atau kurang pedulinya para pengendara dalam 
menaati berbagai peraturan lalu lintas jalan. 
Ketidakpedulian masyarakat dalam hal berlalu lintas tercipta karena 
kurang pahamnya masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara 
pelanggaran lalu lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang 
melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan bermotor yang 
menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga 
layak untuk beredar di jalan.1  
Selama ini berkembang sebuah pemikiran dalam masyarakat yang 
sangat tidak benar dan mungkin juga berbahaya bagi sebagian masyarakat 
yakni bahwa melakukan pelanggaran lalu lintas itu tidaklah apa-apa dan 
                                                          
1 Benny Nurdin Yusuf. 2008. Keselamatan Lalu Lintas da Angkutan Jalan, Makalah, 
Disampaikan pada saat seminar Sfety riding di gedung PKP (Pusat Kegiatan 
Penelitian) Unhas 15-16 Oktober 2008., hlm. 10 
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boleh-boleh saja asal tidak ketahuan oleh aparat penegak hukum, dan tidak 
perlu menaati rambu-rambu lalu lintas bila tidak ada petugas kepolisian. 
Akibat dari pemikiran ini menimbulkan berbagai pelanggaran yang 
dilakukan oleh masyarakat, terutama bagi anak seperti menerobos lampu 
merah, berkendara melawan arah, ugal-ugalan di jalan raya, mengganggu 
kenyamanan pengguna jalan lainnya, dll. 
Bila pelanggaran seperti ini terus dibiarkan, maka hal tersebut 
dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat, bukan hanya 
penegendara itu sendiri tetapi jugu pengguna jalan lainnya. Seringkali 
pelanggaran yang terjadi ini pula dapat menghambat kelancaran arus lalu 
lintas sehingga dapat memicu pengguna jalan lainnya untuk melakukan 
pelanggaran lainnya. Dalam hal mewujudkan ketertiban dan kedisiplinan 
berlalu lintas di jalan raya ini sangat bergantung pada ketegasan, 
kedisiplinan dan tanggung jawab dari para aparatur kepolisian dalam hal 
menegakkan peraturan lalu lintas yang berlaku. 
Pelangaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak merupakan hal 
yang tidak boleh kita angap sepele dimana seorang anak adalah generasi 
muda penerus cita-cita bangsa yang harus tumbuh dan berkembang secara 
optimal baik fisik, mental, maupun lingkungan sosialnya. 
Aturan mengenai lalu lintas ini merupakan bagian dari hukum 
pidana, sehingga pelanggaran yang dilakukan merupakan salah satu jenis 
tindak pidana. Dalam hal ini suatu pelanggaran dikatakan sebagai tindak 
pidana bila pelanggaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Unsur-
7 
 
unsur tindak pidana itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur 
objektif. Unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak 
dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya 
pelaku. Unsur objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan 
dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan 
ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama di sini adalah tindakannya.2  
Untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum, dalam hal ini 
ketertiban berlalu lintas, maka perlu terus diupayakan kesadaran terhadap 
pentingnya menaati aturan, menjaga ketertiban, rasa menghormati orang 
lain dalam berlalu lintas. Selain itu, faktor ketegasan dari para penegak 
hukum yang ini dilaksanakan oleh Polri diharapkan dapat menciptakan 
ketertiban hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Sehingga 
nantinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dapat berkurang 
atau mungkin hilang sama sekali. 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis di atas 
maka penulis mengambil judul yaitu “Tinjauan Kriminologis terhadap 
Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak”. 
 
 
                                                          
2 R. Abdoel Djamil, S.H. 2012. Pengantar Hukum Indonesia. PT RajaGrafindo Persada: 
Jakarta., hlm. 175 
 
8 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 
merumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 
1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu 
lintas yang dilakukan oleh anak di kota Makassar ? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum dalam terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan 
oleh anak di kota Makassar ? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas 
yang dilakukan oleh anak di Makassar 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak di Makassar. 
D. Manfaat Penelitian 
Penulisan karya ilmiah ini diharapkan memberi manfaat sebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan 
data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi 
persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu 
hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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b. Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 
hukum pada khususnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum 
sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau penegak hukum 
maupun untuk praktis hukum yang senantiasa memperjuangkan 
hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi 
masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang 
terkait dengan masalah yang diteliti. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh seorang 
Antropologi yang berasal dari Perancis, bernama Paul Topinard, 
mengemukakan bahwa : 3 
Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal 
kejahatan. Kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya 
berasal dari dua kata, crime yang berarti kejahatan dan logos yang 
berarti ilmu pengetahuan.  
Untuk lebih memperjelas pengertian kriminologi, penulis akan 
mengutip beberapa pandangan dari ahli kriminologi, antara lain sebagai 
berikut : 
Menurut Soejono Dirjosisworo mengemukakan bahwa : 4 
Dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni 
crimes yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu 
pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah 
kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala 
sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya. 
J. Constant, memberikan gambaran tentang kriminologi bahwa : 5 
                                                          
3 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, Kriminologi, Cetakan Ketiga, PT 
RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm, 11. 
4 Soedjono Dirdjosisworo, 1985, Kriminologi (Pencegahan tentang Sebab-sebab      
Kejahatan), Politeia: Bogor, hlm, 4. 
5 A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books: 
Makassar., hlm, 2. 
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Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan 
faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan 
penjahat. 
Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan 
pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial 
(The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon). Menurut 
Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, 
pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi 
olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :6 
1. Sosiologi hukum 
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan 
diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa 
suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini 
menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-
faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya 
hukum pidana). 
2. Etiologi kejahatan 
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab 
dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan 
kajian yang paling utama. 
3. Penology 
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan baik resperesif maupun preventif. 
Paul Mudiglo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang 
diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak 
memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil 
atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-
mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya 
dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh 
masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudiglo Mulyono memberikan 
                                                          
6 Topo Santoso, Op.cit., hlm, 10-11 
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definisi kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
sebagai masalah manusia”.7 
Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah 
keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, 
lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh 
lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota 
masyarakat.8 
Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan 
pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang 
bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya 
reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.9 
Noach merumuskan10 “kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 
tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang 
yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”. 
Selanjutnya menurut Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam The 
Sociology of Crime and Delinquency memberikan definisi kriminologi 
sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan 
untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan 
dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-
keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal 
yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi 
masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi :11 
a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan 
b. Pelaku kejahatan dan 
c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan 
maupun terhadap pelakunya. 
Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru 
dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. 
                                                          
7 Ibid., hlm, 11 
8 Ibid., hlm, 12 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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Herman Manheim dalam bukunya, Comparative Criminology (1965), 
membedakan kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas :12 
Kriminologi dalam arti sempit yang tujuan utamanya adalah 
kriminologi difokuskan pada mempelajari kejahatan. Sedangkan 
kriminologi dalam arti luas difokuskan pada kriminologi mempelajari 
penology dan metode-metode yang berkaitan dengan masalah 
kejahatan. 
Demikian pula menurut W.A. Bonger, mengemukakan bahwa 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki 
geajala kejahatan seluas-luasnya”.13 
Lebih lanjut menurut W.A. Bonger menentukan suatu ilmu 
pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut :14 
1) Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya 
suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan suatu tujuan atau 
sesuatu cara yang sistematik yang dipergunakan untuk mencapai 
tujuan. 
2) Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan 
dari berbagai bagian yang saling berhubungan antara bagian yang 
satu degan segi lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-
masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan 
keseluruhan. 
3) Mempunyai obyektifitas, artinya mengejar persesuaian antara 
pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan 
objeknya (hal yang diketahui). 
Jadi menurut W.A. Bonger bahwa kriminologi yang memiliki syarat 
tersebut di atas dianggap sebagai suatu ilmu yang mencakup seluruh 
gejala-gejala patologi sosial, seperti pelacuran, kemiskinan, narkotika dan 
lain-lain.15 
                                                          
12 Yesmil Anwar dan Adang, 2013, Kriminologi, PT. Refika Aditama: Bandung, hlm, 8. 
13 Ibid., hlm, 9. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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Melalui definisi ini,  W.A. Bonger  lalu membagi kriminologi menjadi 
kriminologi murni yang mencakup : 16 
1. Antropologi Kriminil 
Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu 
pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang 
orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa ? 
Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan 
seterusnya. 
2. Sosiologi Kriminil 
Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini 
adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam 
masyarakat. 
3. Psikologi Kriminil 
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. 
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil 
Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
5. Penologi 
Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa : 
1) Higiene Kriminil 
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan 
kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah 
terjadinya kejahatan. 
2) Politik Kriminil 
Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah 
terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. 
Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha ynag dilakukan 
adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. 
Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 
3) Kriminalistik (police scientific) yang merupakan ilmu tentang 
pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan 
kejahatan. 
 
 
 
 
 
                                                          
16 Ibid., hlm, 9-10. 
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2. Fungsi kriminologi 
Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa : 17 
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga 
sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya 
kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut 
yang disarankan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi 
merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala 
kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah 
keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan 
faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku 
kejahatan secara reaksi masyarakat terhadap keduanya.  
Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa objek, studi 
kriminologi meliputi : 18 
1. Perbuatan yang disebut kejahatan 
2. Pelaku kejahatan 
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan aupun 
terhadap pelakunya. 
Dengan melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah 
kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, 
karena keberadaan kriminologi ini dapat dibedakan kepada dua hal, yaitu 
fungsi klasik dan fungsi modern. 
Pada fungsi yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan 
hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dengan 
kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam 
perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang 
membantu hukum pidana (ilmu pengetahuan), dan sekarang hal tersebut 
                                                          
17 Ibid., hlm, 23. 
18 Ibid., hlm, 12. 
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tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah 
menjadi disiplin yang berdiri sendiri. 
Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian 
dekatnya sehingga diibaratkan sebagai “dua sisi diantara satu mata uang”, 
dimana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan (kejahatan 
formal) dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah 
yang menjadi kajian pokok kriminologi. Disamping itu hukum pidana 
sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif atau abstrak, di lain pihak 
kriminologi yang bersifat normatif yang bersifat faktual. Maka sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Vrij bahwa Kriminologi menyandarkan hukum 
pidana kepada kenyataan. Bahkan karena cara pandang kriminologi yang 
lebih luas terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan 
bahwa kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana. 
Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi 
dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini 
adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu : 
a. Dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana. 
b. Dalam penerapan hukum pidana. 
c. Dalam pembaharuan hukum pidana, yakni dalam hal : 
- Kriminalisasi 
- Deskriminalisasi 
- Depenalisas 
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B. Pelanggaran Lalu Lintas 
1. Pengertian Pelanggaran 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kemudian 
disingkat (KBBI) pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang mengandung 
arti bertubrukan atau bertumbukan, kata “melanggar” artinya menubruk, 
menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. 
“pelanggaran” artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih 
ringan dari pada kejahatan. 
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) arti kata 
pelanggaran tidak dijelaskan. Pelanggaran dapat dibedakan dengan 
kejahatan melalui sanksi yang diberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran 
pada umunya lebih ringan dibandingkan dengan pelaku kejahatan. 
Pelanggaran adalah delik undang-undang (wetsdelicten) yaitu perbuatan 
yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada 
undang-undang yang mengaturnya. 
Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila 
perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada 
aturan atau telah ada Undang-Undang yang mengatur. 
Dalam hukum pidana istilah pelanggaran menunjukan adanya 
suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum, melanggar 
hukum atau Undang-Undang berarti melakukan suatu tindak pidana atau 
delik. Tiap delik mengandung dua unsur yaitu, unsur melawan hukum dan 
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unsur kesalahan. Bila mana dilihat dari cara terjadinya delik itu dapat 
digolongkan kedalam 2 (dua) golongan, yaitu delik yang dilakukan dengan 
sengaja (dolus) dan delik yang dilakukan dengan kealpaan (culpa). 
Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah 
“overtredingen” atau pelanggaran berarti sesuatu perbuatan yang 
melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari 
pada perbuatan melawan hukum. 19 
Dari beberapa definisi pelanggaran tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut : 
1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan 
2) Menimbulkan akibat hukum 
Maka dari berbagai pengertian di atas maka dapat mengambil 
kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan 
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Pengertian Lalu Lintas 
Kata “Lalu Lintas” dalam KBBI adalah berjalan bolak-balik, hilir 
mudik di jalan raya, perihal perjalanan (kendaraan dsb). Untuk memahami 
pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas 
menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, dan juga pendapat dari para pakar. 
                                                          
19 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika 
Aditama: Bandung., hlm, 33. 
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Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, yaitu gerak kendaraan dan atau orang di ruang lalu lintas 
jalan. 
Menurut Muhammad Ali, ”lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, 
perjalanan di jalan”. 20 Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian 
tentang “lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat 
penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya”. 21 
Sedangkan menurut pandangan dari W.J.S Poernwadarminta 
“lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal perjalanan, serta 
perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan 
jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya).” 22 
3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 
Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran atau tindakan 
seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu 
lintas dan angkutan jalan yang termaksud dalam Undang-undang Nomor 
22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penindakan 
pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada 
pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian 
Republik Indonesia secara edukatif maupun yuridis. 
                                                          
20 Benny Nurdin Yusuf, Op.cit. 
21 Ibid. 
22 Ibid.  
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Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, yang berbunyi : 
“Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib : 
a. Berperilaku tertib; dan/atau 
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan 
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang 
dapat menimbulkan kerusakan jalan.” 
Jika ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikualifikasikan 
sebagai suatu pelanggaran. 
Berdasarkan pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian 
lalu lintas di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud 
dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang 
dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan 
bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. 
4. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas 
Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas serta ketentuan pidana 
dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan : 
1) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi degan 
tanda nomor kendaraan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 280) 
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2) Setiap pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM, dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 
1.000.000,- (Pasal 281) 
3) Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan 
kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur 
kecepatan, dan knalpot. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 285 ayat (1)). 
4) Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas, dipidana dengan 
pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (pasal 
287 ayat (1) dan (2)) 
5) Setiap pengendara yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan 
yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling 
rendah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan 
atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (Pasal 
287 ayat (5)) 
6) Setiap pengendara yang tidak memiliki surat tanda kendaraan bermotor 
di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan 
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 
(Pasal 288 ayat (1)) 
7) Setiap pengendara bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat 
menunjukkan saat razia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
1 tahun atau denda paling banyak Rp 250.000,- (pasal 288 ayat (2)) 
8) Setiap pengendara yang mengemudikan sepeda motor tidak 
mengenakan helm standar nasional Indonesia dan membiarkan 
penumpangnya tidak mengenakan helm, dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 
(Pasal 291 ayat (1)) 
9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan 
penumpangnya tidak mengenakan helm, dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 
(pasal 291 ayat (2)) 
10) Setiap pengendara yang mengemudikan sepeda motor mengangkut 
penumpang lebih dari 1 orang sebagaimana yang dimaksud dengan 
pasal 106 ayat (9), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (Pasal 292) 
11) Setiap pengendara yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa 
memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan, 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda 
paling banyak Rp 250.000,00 (Pasal 294) 
12) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di 
jalan, dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling 
banyak Rp 3.000.000,00(Pasal 297) 
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Sementara itu dari beberapa bentuk pelanggaran diatas pelanggaran 
lalu lintas yang sering dilakukan oleh anak, antara lain sebagai berikut : 
1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan 
ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan 
kerusakan jalan. 
2) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat kendaraan 
(STNK) dan surat izin mengemudi (SIM) atau surat tanda bukti lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
3) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas 
tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan 
kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain. 
4) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur 
lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di samping atau 
permukaan jalan. 
5) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ukuran dan muatan 
penumpang yang diijinkan. 
C. Anak 
1. Pengertian Anak 
Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak 
menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. 
Secara Internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convertion on The 
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Right of The Child Tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak  Tahun 1985 dan 
Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948. 
Secara Nasional definisi anak tidak terdapat pengaturan yang tegas 
tentang kriteria anak. Pengertian anak disetiap undang-undang berbeda 
pada aturan batas umur yang ditentukan.  
Menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak 
adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum 
menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 tahun. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan”.23 
Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa definisi 
menurut perundang-undangan negara Indonesia, anak adalah seseorang 
yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam 
kandungan dan belum menikah. 
2. Sebab-Sebab Kenakalan Anak 
Kenakalan anak atau Juvenile Delinquent yang secara harfiah 
berasal dari bahasa Latin. Juvenile berasal dari kata juvenilis yang berarti 
anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas 
                                                          
23 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi 
dan Restorative Justice, PT Refika Aditama: Bandung., hlm, 33-34 
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pada periode remaja. Sedangkan Delinquent berasal dari kata delinquere 
yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya 
menjadi jahat, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, 
penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, dll.24 
Menurut Hurlock kenakalan anak dan remaja bersumber dari moral 
yang sudah berbahaya atau beresiko. Menurutnya, kerusakan moral 
bersumber dari :25 
1) Keluarga yang sibuk, keluarga retak, dan keluarga dengan single 
parent; 
2) Menurunya kewibawaan sekolah dalam mengawasi anak; 
3) Peran agama yang tidak mampu menangani masalah moral. 
Sumber kenakalan anak atau remaja terbagi atas empat 
bagian, yaitu :26 
1) Faktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri; 
2) Faktor-faktor di rumah tangga; 
3) Faktor-faktor di masyarakat; 
4) Faktor-faktor yang berasal dari sekolah. 
 
D. Teori - Teori Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan 
yang sering pula disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan ini 
dalam rangka mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, artinya untuk 
menjawab pertanyaan apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan 
kejahatan atau kenapa seseorang menjadi penjahat. Pembahasan sebab-
sebab kejahatan ini dalam kriminologi sering dikatakan sebagai “kriminologi 
                                                          
24 Kartini Kartono, 2008, Patologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja), Rajawali Pers; Jakarta., 
hlm, 6. 
25 Sofyan S, Willis, 2012, Remaja dan Masalahnya, Alfabeta; Bandung., hlm, 83. 
26 Ibid., hlm, 93. 
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positivis”, karena menurut perkembangan studi terhadap kejahatan, kaum 
positivis menganggap banyak sebab yang menjadikan orang melakukan 
kejahatan dan manusia itu tidaklah bebas dalam kehidupannya, melainkan 
terikat dengan sejumlah faktor manakala ia berbuat yang dianggap 
menyimpang dari aturan kehidupan.  
Dalam mencari sebab-sebab kejahatan ini, secara konvensional 
akan dicari dari faktor-faktor biologis, psikis, dan sosial ekonomi. 
Sedangkan penjahat yang dijadikan objek studi adalah penjahat yang ada 
di dalam penjara. Cara mengambil sample di penjara ini sekarang dinilai 
memiliki kelemahan, karena :27  
1. Penjahat yang ada di dalam penjara sebagai sample dianggap tidak 
mewakili populasi penjahat yang ada dalam masyarakat. 
2. Kenyataannya adanya pelaku kejahatan-kejahatan tertentu dalam 
masyarakat yang berasal dari kelompok sosial masyarakat yang 
cukup besar yang hampir tidak pernah dipenjara. Seperti penelitian 
Sutherland terhadap “while collar crime” kurang dari 10% kasus 
kejahatan while collar crime yang diproses melalui peradilan 
pidana. 
3. Undang-undang pidana dalam perspektif sosiologi hukum pidana, 
ternyata berat sebelah atau memihak kepada kepentingan 
kelompok tertentu dalam masyarakat. 
Menurut Romli, dalam menjelaskan perspektif teori 
kriminologi untuk masalah kejahatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) 
bagian :28  
1. Titk pandang secara makro (macrotheories) 
Titik pandang makro ini, menjelaskan kejahatan dipandang dari 
segi struktur sosial dan dampaknya, yang menitik beratkan 
kejahatan pada pelaku kejahatan. Misalnya teori anomi dan teori 
konflik. 
                                                          
27 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta., hlm, 12. 
28 Romli Atmasasmita, 1984, Bunga Rampai Kriminologi, Rajawali: Bandung., hlm, 71. 
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2. Titik pandang secara mikro (microtheories) 
Titik pandang secara mikro ini menjelaskan mengapa seseorang 
atau kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau 
mengapa didalam masyarakat terdapat individu-individu yang 
melakukan kejahatan dan terdapat pula individu atau sekelompok 
individu yang tidak melakukan suatu kejahatan. 
3. Bridging teories 
Teori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan 
bagaimana seeseorang atau sekelompok individu menjadi 
penjahat. Lebih lanjut lagi, A.S Alam menjelaskan teori tentang 
sebab kejahatan menjelaskan teori tentang sebab kejahatan 
dipandang dari sudut sosiologi. 
 
Teori-teori ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian :29  
1. Teori Anomie (Ketiadaan norma) 
Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada 
perkembangan teori ini, yaitu : 
a. Emile Durkheim 
Emile Durkheim merupakan ahli sosiologi Perancis, memberikan 
penjelasan pada “normlessness, lessens social control”, bahwa 
kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya 
pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga menyebabkan 
individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, 
bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan. 
Menurut Durkheim perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh 
diri individu itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok 
ataupun organisasi sosial lainnya. 
Teori ini dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat 
individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. 
Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku menyeimpang dari 
individu dalam pergaulan di masyarakat. Durkheim memandang 
bahwa suatu masyarakat modern, maka kedekatan (intimacy) 
yang diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma 
umum (a common set of rules) juga akan merosot. Dalam 
ssebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta harapan 
individu akan bertentangan dengan harapan dan tindakan 
individu lainnya. Hal ini jika terjadi secara berkelanjutan maka 
tidak mungkin sistem yang dibangun dalam masyarakat akan 
rusak, sehingga masyarakat tersebut berada pada kondisi 
anomi. 
b. Robert Merton 
Berbeda dengan teori Emile Durkheim sebelumnya, teori Robert 
Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya 
                                                          
29 A. S Alam, Op.cit., hlm, 47. 
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perbedaan struktur dalam masyarakat (social structure). Pada 
dasarnya semua individu memiliki kesadaran hukum dan taat 
pada hukum yang berlaku, namun pada kondisi tertentu (adanya 
tekanan besar), maka memungkinkan individu untuk melakukan 
suatu kejahatan secara sosial (social mobility) membawa pada 
penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi untuk 
mencapai tujuan tersebut. 
c. Cloward dan Ohlin 
Dalam karyanya Delinquency and opportunity, Cloward dan 
Ohlin menjelaskan bahwa suatu masyarakat kelas bawah 
utamanya kaum muda akan memilih satu tipe subkultural (gang) 
yang sesuai dengan situasi anomie mereka dan tergantung pada 
adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan 
mereka. 
d. Cohen 
Berbeda dengan teori-teori anomi sebelumnya, teori anomi 
Cohen disebut sebagai Lower Class Reaction Theory. Teori ini 
menjelaskan bahwa delinkuensi timbul dari reaksi kelas bawah 
terhadap nilai-nilai kelas menengah yang disarankan oleh 
remaja kelas bawah sebagai ketidakadilan dan harus dilawan. 
2. Teori Penyimpangan Budaya (Culture Deviance Theories) 
Teori penyimpangan budaya (Culture Deviance Theories) 
memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas 
pada lower class (kelas bawah). Menyesuaikan diri di daerah-
daerah kumuh (slum areas), menyebabkan benturan dengan 
hukum-hukum masyarakat. Baik strain maupun cultural deviance 
theories menempatkan penyebab kejahatan pada 
ketidakberuntungan posisi orang-orang di strata bawah dalam satu 
masyarakat yang berbasiskan kelas. 
Tiga teori utama dari cultural deviance theories adalah : 
1) Social disorganization; 
2) Differential association; 
3) Culture conflict; 
Social disorganization theory memfokuskan diri pada 
perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang 
berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvesional yang 
disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, 
dan urbanisasi. 
Differential association theory memegang pendapat bahwa 
orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan 
(contact) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisocial, serta pola-
pola tingkah laku kriminal. 
Sementara culture conflict theory menegaskan bahwa 
kelompok-kelompok yang berlainan belajar conduct norms (aturan 
yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa conduct 
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norms sari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-
aturan konvensional kelas menengah.30  
3. Teori Kontrol Sosial 
Teori kontrol sosial mendasarkan pertanyaan mengapa 
seseorang taat terhadap aturan yang berlaku ditengah-tengah 
maraknya kejahatan yang terjadi dimasyarakat? Atas pertanyaan 
ini, kontrol sosial memandang bahwa kejahatan itu akan muncul 
ketika pengendalian sosial yaitu seperangkat aturan melemah atau 
bahkan hilang dimasyarakat. Untuk itu diperlukan cara-cara yang 
khusus untuk mengatur tingkahlaku masyarakat dan membawa 
kepada ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. 
 
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Ada tiga bagian pokok penanggulangan kejahatan secara empirik, 
yaitu :31  
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya 
awawl yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan 
nilai-nilai moral/norma-norma yang baik sehingga norma-norma 
tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak 
ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori 
NKK, yaitu :Niat ditambah Kesempatan terjadi Kejahatan. 
Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah itu tidak ada 
polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti 
Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam 
upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contohnya, ada orang 
yang ingin mencuri motor, tetapi kesempatan itu dihilangkan karena 
motor-motor yang ada ditempat penitipan motor, dengan dengan 
                                                          
30 Topo Santoso, Op.cit., hlm, 67-68. 
31 A.S Alam, Op.cit., hlm, 79-80. 
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demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. 
Jadi, dalam upaya preventif kesempatan ditutup. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law emforcement) 
dengan menjatuhkan hukuman. 
 
Purniati merumuskan beberapa tindak langkah/upaya 
penanggulangan kejahatan dengan cara non konvensional, antara lain 
meliputi : 32 
1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya; 
2. Pemantapan hukum dan perundangan; 
3. Pemantapan system peradilan; 
4. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti penasehat hukum, 
JPU, Hukum dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, 
pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan; dan 
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa 
lingkungan. 
 
Langkah pencegah kejahatan (sebelum terjaadi kejahatan), 
sesungguhnya menurut Purniati lebih baik daripada penegakkan hukum 
setelah terjadi kejahatan, dasar pertimbangan atau alasannya berupa : 33 
a. Pencegahan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang rumit, lebih 
ekonomis dibandingkan sudah terjadi; 
b. Dengan pencegahan, maka tidak sampai menimbulkan kerugian 
baik pelaku (stigma, pengasingan dan penjara) maupun korban; 
dan 
c. Terciptanya rasa kebersamaan karena adanya usaha bersama 
antar kalangan masyarakat. 
 
Selain upaya penanggulangan yang telah dipaparkan di atas, 
dalam ilmu kriminologi terdapat pula 2 (dua) sistem penanggulangan 
kejahatan yang secara garis besar dapat berupa: “pertama, cara “moralistik” 
                                                          
32 Purniati dan Moh, Kemal Darmawan, 1994, Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam  
Kriminologi, Citra Aditya Bakti: Bandung., hlm, 87. 
33 Ibid., hlm, 88. 
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yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada 
cara melakukan pembinaan moral/akhlak dan budi pekerti, agar 
masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan. Kedua, cara 
“abolisionistik” yaitu system penanggulangan kejahatan dengan cara 
menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab 
timbulnya suatu kejahatan.”34 
Pada upaya “moralistik” dimaksudkan untuk mempertebal mental, 
moral masyarakat, sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal negative 
yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para 
ulama, penyidik, para ahli yang memahami dan konsentrasi pada 
penanggulangan kejahatan. Upaya ini antara lain seperti keluarga sadar 
hukum yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga sosial 
lainnya, yang secara umum memilki tujuan mulia seperti dalam wujud: 
1. Meningkatkan pencerahan nilai-nilai ajaran agama secara intensif, 
2. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan 
masyarakat, terutama remaja, pelajar ataupun organisasi kepemudaan; 
3. Memberikan penerangan-penerangan atau penyuluhan mengenai 
akibat-akibat atau dampak dari kejahatan bagi masyarakat lain; dan 
4. Meningkatkan kerjasama yang baik antara aparat dengan institusi 
sosial, maupun pemerintah. 
                                                          
34 Soedjono Dirdjosisworo, 1983, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), 
Alumni: Bandung., hlm, 157. 
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Pada upaya “abolisionistik”, dapat dilakukan dengan mengadakan 
penelitian terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya hal-hal yang 
bersifat negatif tersebut (kejahatan), kemudian dirumuskan upaya-upaya 
atau cara penanggulangan yang baik, sehingga setidak-tidaknya 
mengeliminir kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi. Usaha ini biasanya 
dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli seperti Psikolog, Sosiolog, 
Antropolog, Ekonom, Ahli Hukum, Praktisi Hukum, dan tentunya 
Kriminolog. 
F. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas 
Polisi lalu lintas merupakan agent of change, penegak hukum lalu 
lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Menurut Soerjono Soekanto, 
Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-
unsur yang berasal dari : 35 
1. Data pribadinya (Raw-Input) 
2. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (Instrument-
Input) 
3. Lingkungan sosial (Environtment-Input) 
Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas 
menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, 
pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, 
registrasi, dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan 
kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara 
                                                          
35 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Balai 
Lektur Mahasiswa: Jakarta. 
32 
 
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada 
masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas 
merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. 
Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa, “tugas pokok dan 
fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan 
pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan 
pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu 
lintas, serta pendidikan berlalu lintas”. 
Selanjutnya, tugas dan fungsi Polri tersebut diatur di Pasal 12 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan meliputi 9 (sembilan) hal yakni : 
1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor 
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 
3. Pengumpulan, pemantauan, pengelolahan, dan penyajian data lalu 
lintas dan angkutan jalan 
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu 
lintas dan angkutan jalan 
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas 
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan 
kecelakaan lalu lintas 
7. Pendidikan berlalu lintas 
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas 
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas. 
Dengan adanya Undang-undang No. 22 Tahun 2009 ini, bukan 
berarti bahwa Polri akan berorientasi pada kewenangan (authority). Akan 
tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polri di bidang lalu lintas, 
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berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkolerasi erat dengan 
fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum 
maupun pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) 
dan pencegahan kejahatan secara terpadu. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polri tersebut dalam hal 
penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan 
kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan 
angkutasn jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan 
keselamatan berlalu lintas, hal ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan 
Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan 
Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan  “pemeriksaan kendaraan 
bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau 
insidental sesuai dengan kebutuhan”. 
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang telah 
diatur diatas, dilakukan oleh petugas kepolisian secara gabungan dengan 
melaksanakan operasi kepolisian. Operasi kepolisian adalah serangkaian 
tindakan polisonal dalam rangka pencegahan, penanggulangan, 
penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, 
cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu 
oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentu satuan tugas. Hal ini dilakukan 
berdasarkan pertimbangan tertentu dengan adanya peningkatan angka 
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pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan, angka kejahatan yang 
menyangkut kendaraan bermotor, jumlah kendaraan yang tidak memenuhi 
persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan, ketidaktaatan pemilik 
kendaraan melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya, 
pelanggaran perizinan angkutan umum dan pelanggaran kelebihan muatan 
barang. 
Satuan Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :36 
1. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali), yang 
bertugas melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap 
pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum 
2. Unit pendidikan masyarakat dan rekayasa (Dikyasa), yang bertugas 
melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lantas 
3. Unit registrasi dan identifikasi (Regident), yang bertugas melayani 
administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta 
pengemudi 
4. Unit kecelakaan (Laka), yang bertugas menyelenggarakan administrasi 
Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sehingga setiap perkara 
kecelakaan lalu lintas memperoleh kepastian hukum dan 
terselenggaranya keamanan, keselamatan dan ketertiban serta 
kelancaran lalu lintas. 
Selain Polri adapun petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan 
Raya (DLLAJR) yang berwenang beroperasi di jalan raya bukan sebagai 
penyidik, tetapi sebagai penyelenggara operasi uji petik di jembatan 
timbang terhadap seluruh kendaraan bermotor angkutan jalan barang, 
tambahan trayek dan layak jalan merupakan kewenangan mutlak DLLAJR. 
Maksud uji petik disini adalah agar ada tuntutan dalam pelaksanaan 
pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pelanggaran 
                                                          
36 “Satuan Lalu Lintas” https://tribratanewspolreskuningan.wordpress.com/satuan-lalu-
lintas/, Tanggal 22 Januari 2017 Pukul 22.20 WITA. 
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kelebihan muatan barang. Dengan demikian pejabat DLLAJR tidak 
diperkenankan melakukan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan 
jalan raya. Tugas tersebut merupakan wewenang petugas Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar 
dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat 
dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan 
diatas, maka penelitian yang digunakan meliputi : 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih Penulis bertempat di Kantor 
Kepolisian Resort Kota Makassar (Polrestabes kota Makassar). Penulis 
memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut, 
penulis dapat memperoleh data yang akurat dan relevan dengan masalah 
yang akan penulis bahas. Sehingga hasil penelitian yang diberikan oleh 
penulis merupakan hasil yang objektif dan komprehensif. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang akan digunakan yaitu : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
penulisan skripsi ini. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan 
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tujuan penelitian seperti dokumen, buku, artikel dan sumber lainnya 
yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah : 
1. Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai 
buku, koran, situs internet, majalah, dan artikel yang berkaitan 
dengan masalah dan tujuan penelitian. 
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan denga 2 (dua) cara, yaitu : 
1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan 
dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan 
dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang 
dijadikan sebagai landasan teori. 
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara 
atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab 
terhadap narasumber, dalam hal ini petugas kepolisian. 
D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian disajikan 
secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari 
hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
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yang beupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap 
masalah penelitian yang dibahas oleh penulis. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Yang 
Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar 
Mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak juga 
berarti berbicara mengenai kenakalan anak. Kenakalan anak diambil dari 
istilah juvenile delinquency, yang berasal dari juvenile artinya young, anak-
anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada 
periode remaja; sedangkan delinquency artinya wrong doing, 
terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, 
a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, 
tidak dapat diperbaiki lagi, dan lain-lain.37 
Menurut Kartini Kartono, bahwa yang dimaksud dengan juvenile 
delinquency adalah :38 
Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, 
merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak 
remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial 
sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah 
laku yang menyimpang. 
Tingkah laku yang menjurus kepada masalah, Juvenile 
Delinquency itu menurut Alder, adalah :39 
                                                          
37Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Cetakan 
Kedua, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm, 25. 
38 Op.Cit., Kartini Kantono, hlm, 7. 
39 Ibid., hlm, 21-22 
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1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas 
dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain; 
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan 
ketenteraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada 
kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta 
kesukaan menteror lingkungan; 
3. Perkelahian antargeng, antarkelompok, antarsekolah, antarsuku 
(tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa; 
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau 
bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan 
eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila 
5. Kriminalitas anak, remaja, dan adolesens antara lain berupa 
perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, 
merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, 
menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih 
korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan pelanggaran 
lainnya; dll. 
Kenakalan anak tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang 
mendorong anak melakukan suatu kenakalan atau dalam hal ini berupa 
perbuatan pelanggaran lalu lintas. Latar belakang anak melakukan 
kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa 
melakukan kejahatan. Penyebab terjadinya kenakalan anak dapat di 
pengaruhi berbagai faktor, maka dari itu penulis akan memaparkan 
berbagai teori yang menjadi penyebab kenakalan anak. 
1. Teori Motivasi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud 
dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara 
sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan 
tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang 
menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan 
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suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau 
mendapat kepuasan dengan perbuatannya.40 
Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, 
yaitu: motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi 
intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak 
perlu disertai dengan perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik 
adalah dorongan yang datang dari luar.41 
Kedua motivasi di atas dapat mempengaruhi atau mendorong anak 
dalam melakukan kenakalan atau dalam hal ini pelanggaran lalu lintas. 
Melihat dari dua pengaruh di atas maka penulis akan memaparkan faktor-
faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di kota 
Makassar. 
Tabel 1 : Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar Tahun 2013-
2016 
Sumber : Data Satlantas Polres Kota Makassar 
Berdasarkan data pelanggaran yang penulis dapatkan dari petugas 
Satlantas Polres Kota Makassar maka penulis dapat menarik kesimpulan 
                                                          
40 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta. 
41 Romli Atmasasmita, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks 
Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni: Bandung, hlm, 25. 
No. Tahun Jumlah Pelanggaran 
1. 2013 14.999 
2. 2014 13.488 
3. 2015 16.674 
4. 2016 22.968 
 Jumlah 68.129 
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bahwa, pada tahun 2013 sampai 2014 pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh masyarakat mengalami penurunan, tetapi sejak 2014 
sampai 2016 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 
masyarakat Kota Makassar mengalami peningkatan terus-menerus setiap 
tahunnya .  
Melihat dari hasil penelitian tersebut maka faktor yang menjadi 
motivasi anak dalam melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dipengaruhi 
oleh dorongan dalam diri anak maupun dorongan dari luar diri anak 
tersebut. 
a. Motivasi Intrinsik 
1) Faktor Inteligensia 
“Inteligensia adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan 
Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan mengambil 
keputusan”.42  
Dalam hal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak salah 
satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor kecerdasan anak. Seorang 
anak yang memiliki kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang 
kurang, mereka dengan mudah melakukan hal-hal negatif yang merupakan 
pengaruh dari yang dilakukan oleh orang disekitarnya dalam hal ini 
pelanggaran lalu lintas. Faktor intelegensia merupakan salah satu faktor 
pendukung anak melakukan suatu kenakalan. 
Kecerdasan anak mengenai wawasan berlalu lintas yang kurang dan 
adanya sikap yang tidak disiplin dalam berlalu lintas, menjadi salah satu 
                                                          
42 Ibid. 
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latar belakang seorang anak melakukan pelanggaran lalu lintas. Pada 
umumnya setiap orang mengetahui mengenai mengenai peraturan tata 
cara berlalu lintas, tetapi tidak sedikit pula pengendara kendaraan bermotor 
utamanya pengendara sepeda motor yang mengabaikan peraturan lalu 
lintas sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang bahkan dapat 
berujung terjadinya kecelakaan lalu lintas.  
Yang menjadi salah satu alasan bagi para pengendara kendaraan 
lalu lintas untuk tidak mematuhi aturan lalu lintas disebabkan karena jarak 
yang ditempuh si pengendara tidak terlalu jauh sehingga pengendara 
kadang tidak memakai perlengkapan berkendara seperti menggunakan 
helm, berkendara melebihi muatan, bahkan menerobos traffic light. Hal ini 
juga dipengaruhi oleh ungkapan dalam masyarakat “bila tidak ada polisi 
maka pengendara tidak perlu mematuhi aturan lalu lintas”, maka hal ini 
menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat bukan saja bagi 
anak tetapi juga bagi orang dewasa yang menjadi contoh dalam berperilaku 
bagi anak.  
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 50 anak 
di Kota Makassar mendapatkan bahwa 5 anak telah memiliki Surat Izin 
Mengemudi (SIM) dan 45 anak lainnya belum memiliki SIM, dari ke 45 anak 
yang tidak memiliki SIM, 26 anak tetap mengendarai kendaraan bermotor 
dalam hal ini sepeda motor di jalan raya sedangkan 19 anak lainnya tidak 
mengendarai sepeda motor dengan alasan tidak diberi izin dari orang tua. 
Selain itu wawancara yang dilakukan oleh penulis juga membuktikan bahwa 
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anak telah mengetahui mengenai peraturan lalu lintas dan anak sadar saat 
melakukan pelanggaran, hal yang membuat anak berani melakukan 
pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak melihat adanya aparat dari 
kepolisian yang berjaga. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa salah satu alasan seorang pengendara mematuhi 
peraturan lalu lintas hanya bila mereka melihat petugas kepolisian sedang 
berjaga ataupun berpatroli dan anak sebenarnya mengetahui perbuatan 
yang melanggar peraturan lalu lintas, tetapi mereka mengabaikan aturan 
tersebut demi sampai ke tempat tujuan tanpa memikirkan bahaya yang 
akan timbul nantinya. Hal ini menunjukan bahwa intelegensia atau 
pengetahuan seorang anak mengenai peraturan lalu lintas dan resiko 
mengendarai kendaraan bermotor masih kurang. 
2) Faktor Usia 
Faktor usia adalah salah satu faktor yang penting dalam timbulnya 
suatu kejahatan atau kenakalan anak. Stephen Hurwitz mengungkapkan 
“age is importance faktor in the causation of crime” (usia adalah faktor 
penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan).43 Dimana dalam hal 
ini usia anak dianggap belum mampu untuk mengontrol emosinya atau 
emosi anak yang masih labil, kematangan berfikir yang kurang sehingga 
belum mampu mengambil keputusan dengan cepat, serta rasa tanggung 
                                                          
43 Ibid., hlm,48. 
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jawab yang masih rendah. Hal ini dapat menyebabkan anak melakukan 
suatu pelanggaran dalam hal ini pelanggaran lalu lintas. 
Tabel 2 : Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar Berdasarkan 
Tingkatan Umur Tahun 2013 – 2016 
No. Umur 
Tahun 
2013 2014 2015 2016 
1 0 -15 tahun 1547 794 864 1524 
2 16 - 18 tahun 2591 2265 3469 5377 
Sumber : Data Satlantas Polres Kota Makassar 
Dari data yang ada pada tabel di atas menunjukan bahwa 
pelanggaran yang dilakukan oleh usia pelajar (usia 0-15 tahun dan 16-21 
tahun) sempat mengalami penurunan pada tahun 2014, tetapi meningkat 
kembali pada tahun 2015 dan 2016. 
Pada umumnya saat usia pelajar ini, seseorang cenderung ingin 
mencoba hal-hal baru yang belum pernah mereka lakukan dan mencoba 
mencari identitas dirinya serta sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan 
di sekitarnya sehingga dengan mudah pula melakukan pelanggaran. 
Anak pada usia pendidikan SMP dan SMA merupakan usia yang 
sangat rawan terjadi kenakalan karena terjadinya perubahan pada diri 
mereka. Ketika anak mengalami peningkatan usia tentu lingkungan mereka 
dalam bergaul pun akan ikut mengalami perubahan. Dari lingkungan baru 
inilah anak akan mendapatkan pengaruh dari orang lain maupun 
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lingkungannya, baik itu pengaruh dalam hal yang baik ataupun pengaruh 
yang buruk. 
Tabel 3 : Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar Berdasarkan 
Strata Pendidikan Tahun 2013-2016 
No. 
Strata 
Pendidikan 
Tahun 
2013 2014 2015 2016 
1 SD 81 24 121 306 
2 SLTP 187 272 703 952 
3 SLTA 10.692 10.103 11.327 14.700 
Sumber : Data Satlantas Polres Kota Makassar 
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas di 
Kota Makassar dari tahun 2013 sampai dengan 2016 berdasarkan strata 
pendidikan didominasi oleh pelanggar yang masih duduk di bangku sekolah 
terutamanya pelanggar yang strata pendidikannya SLTA. Anak SLTP 
berumur sekitar 12 s/d 15 tahun sedangkan anak SLTA 16 s/d 18 tahun, 
dimana anak pada umur tersebut memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, 
dari rasa ingin tahu yang cukup tinggi ini dapat memicu anak melakukan 
pelanggaran lalu lintas, terlebih lagi pengaruh dari lingkungan sekitar anak 
yang mempengaruhi cara berpikir anak dalam menanggapi suatu hal. 
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Tabel 4 : Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar Berdasarkan 
Jenis Kendaraan Tahun 2013 – 2016 
No 
Jenis 
Pelanggaran 
Tahun 
2013 2014 2015 2016 
1 
Mini Bus / 
Angkot 
1.392 1.490 2.236 2.966 
2 Roda Dua 12.915 11.495 13.969 19.275 
Sumber : Data Satlantas Polres Kota Makassar 
Dari data diatas menunjukan bahwa pelanggaran lalu lintas di 
Kota Makassar berdasarkan jenis kendaraan dari tahun 2013 sampai 
dengan tahun 2016 bahwa kendaraan bermotor roda dua atau biasa disebut 
sepeda motor lebih mendominasi dibandikan dengan kendaraan lainnya. 
Bila dihubungkan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak 
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak yang ada di Kota Makassar 
yang melakukan pelanggaran lalu lintas didominasi oleh anak yang 
menggunakan sepeda motor. 
Tabel 5 : Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar Berdasarkan 
Jenis Pelanggaran Tahun 2013-2016 
No Jenis Pelanggaran 
Tahun 
2013 2014 2015 2016 
1 Muatan 235 58 179 147 
2 Kecepatan 93 100 90 1.629 
3 Marka / Rambu 1.498 1.633 2.226 4.861 
4 Surat-Surat 8.970 8.848 10.508 11.994 
5 
Syarat 
Perlengkapan 
1.969 932 2.469 1.629 
Sumber : Data Satlantas Polres Kota Makassar 
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Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas yang ada di Kota 
Makassar cukup beragam diatas, maka dari hasil penelitian penulis 
menunjukkan bahwa jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi di Kota 
Makassar ialah pelanggaran pada pasal 281 mengenai setiap orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin 
Mengemudi (SIM), dan pasal 288 ayat (1) mengenai setiap orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan 
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Coba Kendaraan 
Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Yang mana kedua pasal tersebut menyangkut jenis pelanggaran surat-
surat. 
3) Faktor Jenis Kelamin 
Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya 
perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan, tetapi juga dari segi 
kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca dalam berbagai media, 
baik itu media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan 
banyak dilakukan oleh anak laki-laki, seperti : pencurian, perampokan, 
penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak 
perempuan, seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran 
kesusilaan, dan lain sebagainya. 
 
 
49 
 
Tabel 6 : Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar Berdasarkan 
Jenis Kelamin Tahun 2013-2016 
No. Jenis Kelamin 
Tahun 
2013 2014 2015 2016 
1 Pria 13.593 12.104 15.155 20.807 
2 Wanita 1.406 1.384 1.519 2.161 
Jumlah 14.999 13.488 16.674 22.968 
Sumber : Data Satlantas Polres Kota Makassar 
Dari data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian diatas, maka 
dapat disimpulkan bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis 
kelamin dari tahun 2013 sampai tahun 2016 didominasi oleh pelanggar 
berjenis kelamin pria. 
b. Motivasi Ekstrinsik 
1) Faktor Keluarga 
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk 
membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan 
pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok 
masyarakat yang terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling 
kuat dalam membesarkan anak, terutama anak yang belum mendapatkan 
pendidikan di sekolah. Oleh karena iti, keluarga memilki peranan yang 
penting dalam perkembangan seorang anak. Keluarga yang baik akan 
berpenaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang 
buruk akan menimbulkan pengaruh negatif pula. Karena anak sejak lahir 
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dan kemudian mengalami pertumbuhan memang dari sebuah keluarga, 
oleh karena itu wajarlah bila faktor keluarga sangat berpengaruh bagi 
perilaku anak. 
Anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya berada di dalam 
lingkungan keluarga, maka segala perbuatan yang dilakukan anak 
sebagian besar merupakan pengaruh yang berasal dari keluarga. 
Pentingnya peran keluarga terutama orangtua bagi perilaku dari seorang 
anak dalam melakukan kenakalan / pelanggaran. Dalam hubungannya 
dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak juga dapat 
dipengaruhi oleh seorang anak. Orangtua saat ini cenderung untu 
memenuhi keinginan anak yang seharusnya belum dapat mereka gunakan, 
seperti membelikan kendaraan bermotor untuk anaknya. Mereka lebih 
mementingkan kehendak anak ataupun faktor ekonomi yang berkecukupan 
sehingga kurang memperhatikan mengenai keselamatan anaknya sendiri. 
Penulis juga telah melakukan wawancara kepada 50 orang anak 
yang menggunakan kendaraan bermotor di Kota Makassar, 26 anak 
diizinkan mengendarai kendaraan bermotor oleh orangtuannya walaupun 
tidak memiliki SIM, 19 anak tidak diizinkan mengendarai kendaraan 
bermotor oleh orangtuanya, 5 anak lainnya diizinkan mengendarai 
kendaraan bermotor karena telah memiliki SIM. Dari hasil penelitian baik 
dari pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan anak sebagai 
pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar menunjukkan bahwa peran 
serta orangtua / keluarga sangat penting dalam meminimalisir pelanggaran 
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lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan orangtua sebaiknya melakukan 
pengawasan terhadap anaknya untuk tidak mengendarai kendaraan 
bermotor jika belum cukup umur serta menaati peraturan lalu lintas yang 
ada. Dengan perhatian, pengawasan, dan pendidikan yang diberikan 
orangtua / keluarga kepada seorang anak dengan memberikan arahan 
kepada anak tersebut untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas karena 
dapat menimbulkan bahaya baik bagi dirinya anak sendiri maupun orang 
lain. 
2) Faktor Pendidikan dan Sekolah 
Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-
anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap 
pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah 
laku (karakter). Sekolah adalah tempat pendidikan anak kedua setelah 
linkungan keluarga/rumah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan 
seharusnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak agar 
menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yanng sehat kepada anak 
tersebut. 
Dalam hal pelanggaran lalu lintas seharusnya pihak sekolah juga 
memberikan batasan bagi siswanya mengenai larangan menggunakan 
kendaraan bermotor bagi siswa yang belum mendapatkan SIM. Anak 
sebagai siswa sekolah banyak diantara mereka masih dibawah 17 tahun 
sebagai salah satu syarat mendapatkan SIM sesuai dengan UU LLAJ. Dari 
hasil penelitian dengan anak yang ada di Kota Makassar, alasan anak 
52 
 
menggunakan kendaraan bermotor karena kebutuhan mereka untuk ke 
sekolah, dimana jarak yang ditempuh cukup jauh dan orangtua tidak 
memiliki waktu untuk mengantar maupun menjemput anak, selain itu biaya 
yang dikeluarkan juga lebih hemat bila menggunakan kendaraan pribadi 
dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum. 
Kurangnya kepedulian dari pihak sekolah mengenai penggunaan 
kendaraan bermotor kepada siswanya yang mendorong anak tersebut 
menggunakan kendaraan bermotor untuk ke sekolah. Seharusnya pihak 
sekolah juga ikut memperhatikan hal ini untuk memberikan nasehat kepada 
setiap siswanya agar tidak mengendarai kendaraan bermotor bila tidak 
memenuhi peraturan lalu lintas yang ada, atau dengan membuat aturan 
yang melarang siswa untuk mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. 
Peraturan ini juga dapat di dukung dengan menyediakan kendaraan khusus 
bagi siswa yang berfungsi untuk mengantar dan menjemput siswa untuk 
kesekolah. Dengan cara seperti ini maka anak kiranya dapat memahami 
pentingnya menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. 
3) Faktor Pergaulan Anak 
Pengaruh lingkungan terhadap anak memiliki dampak yang besar, 
terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. 
Seorang anak dapat melakukan kenakalan / pelanggaran karena salah 
satunya faktor lingkungan yang kurang baik atau lingkungan yang 
membawa pengaruh negatif bagi anak tersebut. Dampak dari pergaulan 
yang negatif memberikan anak tekanan dan memaksa pembentukan 
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perilaku yang buruk krpada seorang anak dimana dalam hal ini anak yang 
melakukan pelanggaran lalu lintas.  
Hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 50 anak di Kota 
Makassar sebagian anak berani mengendarai kendaraan bermotor karena 
mereka melihat teman mereka juga mengendarai kendaraan bermotor. 
Selain itu anak juga berani melanggar lalu lintas karena seringnya melihat 
para pengendara lainnya juga ikut melanggar, bukan saja anak lainnya 
tetapi juga orang yang telah dewasa yang merupakan panutan bagi anak. 
Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pergaulan anak menjadi salah 
satu faktor yang penting dalam penyebab anak mengendarai kendaraan 
bermotor dan melanggar lalu lintas. 
2. Teori Kontrol Sosial 
Seperti yang sering kita dengar bahwa baik atau buruknya perilaku 
dari individu dalam masyarakat itu sepenuhnya ditentukan oleh 
masyarakatnya atau dengan kata lain lingkungannya. Seseorang akan 
menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik, dan 
sebaliknya seseorang akan menjadi buruk / jahat apabila masyarakatnya 
juga membentuknya demikian. 
Penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (social 
bound) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor 
pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Seseorang yang lemah atau 
putus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu 
telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial beik yang formil 
54 
 
ataupun informil. Dengan demikian, berarti bahwa manakala di suatu 
masyarakat di mana kondisi lingkungannya tidak menunjang berfungsinya 
dengan baik lembaga kontrol sosial tersebut, sedikit banyak akan 
mengakibatkan melemah atau terputusnya ikatan sosial anggota 
masyarakat dengan masyarakatya, yang pada akhirnya akan memberi 
kebebasan kepada mereka untuk melakukan penyimpangan.44 
Hirschi mengklasifikasi unsur-unsur ikatan sosial itu menjadi 
empat, yaitu :45 
a. Attachment, mengacu pada kemampuan seseorang untuk 
menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Apabila demikian 
halnya, maka orang-orang yang merasa tidak terikat lagi dengan 
masyarakat, ia tidak peka pada kepentingan orang lain, dan dengan 
demikian ia akan merasa bebas untuk melakukan perilaku 
menyimpang. 
b. Commitment, mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan 
seseorang dalam perbuatan penyimpangan. Latar belakang 
pemikiran ini adalah bahwa orang pada umumnya 
menginventarisasikan segala hal, termasuk waktu, tenaga, dan 
dirinya sendiri dalam suatu kegiatan di masyarakat dengan maksud 
untuk memperoleh reputasi di masyarakat. Seseorang 
memutuskan untuk melakukan berperilaku menyimpang dalam 
masyarakat, berarti dalam bena pikirannya telah terjadi proses 
perhitungan untung rugi mengenai keterlibatannya dala perilaku 
penyimpangan itu. 
c. Involvement, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila 
seseorang disibukkan dengan berbagai kegiatan konvensioanal, 
maka ia tidak akan pernah sempat berpikir apabila melibatkan diri 
pada perilaku penyimpangan. Seseorang terlibat dengan berbagai 
kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang 
terkandung dalam kegiatan konvensional itu. 
d. Beliefs, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan 
kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. 
Keanekaragaman ini terutama difokuskan pada keabsahan moral 
yang terkandung di dalam kaidah-kaidah kemasyarakatan tersebut. 
Para pelaku penyimpangan ini pada umumnya mengetahui bahwa 
                                                          
44 Nashriana, Op.cit., hlm,52-53. 
45 Paulus Hadisuprapto, 1997, Juvenile Delinquency. Pemahaman dan 
Penanggulangannya, Citra Aditya Bakti: Bandung., hlm, 32-34. 
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perbuatannya itu “salah”, namun makna keampuhan 
pemahamannya itu kalah dengan keyakinan lain, sehingga kendor 
ikatan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional, dan pada 
gilirannya ia akan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan. 
 
B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak 
Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh 
Anak Di Kota Makassar 
Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas 
menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, 
pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, 
registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan 
kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna 
memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 
Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang 
semakin meningkat berdampak pada sarana dan prasarana pendukung 
moda transportasi yang berimplikasi terhadap timbulnya permasalahan lalu 
lintas yang semakin kompleks. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan 
bermotor berkembang dengan pesat bila tidak diimbangi panjang jalan yang 
memadai, ketrampilan berkendara dan disiplin berlalu lintas bagi pemakai 
kendaraan bermotor dan pengguna jalan lainnya berakibat pada tingginya 
pelanggaran lalu lintas dan tingkat kecelakaan lalu lintas menunjukkan 
kondisi yang sangat memprihatinkan. 
Dalam upaya menekan dan memecahkan berbagai masalah lalu 
lintas telah dilakukan secara persuasif, edukatif dengan himbauan-
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himbauan baik melalui media elektronik maupun cetak serta melalui 
pencegahan bahkan pada upaya penegakan hukum yang telah 
dilaksanakan belum membuahkan hasil yang optimal.  Masalah lalu lintas 
bukan semata-mata tanggung jawab Polantas sendiri tetapi merupakan 
hubungan fungsional, saling terkait dan bersama-sama 
antar stakeholders (pemangku kepentingan) dan masyarakat. 
Sesuai dengan misi Polantas adalah melindungi, mengayomi dan 
melayani masyarakat melalui kegiatan Pendidikan Masyarakat lalu lintas, 
penegakan  hukum lalu  lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi 
dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi di jalan. Pada bagian 
pengkajian masalah lalu lintas merupakan salah satu upaya membangun 
kemitraan dan membangun kesadaran berlalu lintas para pengguna lalu 
lintas diantaranya dengan melakukan berbagai upaya pencegahan 
kecelakaan lalu lintas. 
Untuk itu berbagai upaya dalam menekan kecelakaan lalu lintas 
sangat dibutuhkan juga diperlukannya berbagai program yang dapat 
digunakan   sebagai   sarana  koordinasi   kepada  instansi terkait lainnya 
sehingga dapat terciptanya kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas dalam 
rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran 
lalu lintas di jalan umum. 
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Upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Polrestabes Semarang 
antara lain pre-emtif, preventif, dan represif. Ketiganya diuraikan sebagai 
berikut : 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah 
upaya-upaya awawl yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan 
dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai moral/norma-norma yang baik sehingga 
norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.  
Hasil wawancara penulis dengan aparat kepolisian yang 
berada dibagian Satlantas Polres Kota Makassar untuk 
menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh 
anak mengatakan bahwa upaya yang dilakukan ialah dengan 
memberikan sosialisasi setiap hari senin disetiap pelaksanaan 
apel/upacara ke tiap-tiap sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang 
berada di Kota Makassar sebagai upaya awal pencegahan untuk anak 
diusia dini. 
Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini, 
mereka memberikan pengetahuan dan arahan kepada setiap siswa 
sekolah mengenai pentingnya menaati peraturan lalu lintas, bahaya 
apa yang terjadi ketika melakukan pelanggaran lalu lintas, dan etika 
dalam berlalu lintas. Selain di lingkungan siswa sekolah, tentunya 
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aparat kepolisian juga melakukan sosialisasi ke lingkungan-
lingkungan masyarakat mengenai tertib berlalu lintas. Dengan adanya 
sosialisasi ke tiap sekolah dan lingkungan masyarakat ini diharapkan 
agar masyarakat terutamanya anak yang berada di Kota Makassar 
dapat memahami pentingnya menaati peraturan lalu lintas sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut 
dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian 
dengan berjaga pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan, 
upaya ini dianggap efektif dalam hal menutup kesempatan bagi para 
pengguna (dalam hal ini anak) jalan yang tidak memiliki surat-surat 
untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor di jalan. Selain itu juga 
dilakukan beberapa operasi yang diperintahkan oleh atasan mereka 
untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang akan terjadi seperti 
patroli rutin yang dilakukan tiap hari pada jam-jam tertentu, operasi lili 
yang dilakukan saat hari raya natal, operasi ketupat yang dilakukan 
saat hari raya ramadhan, operasi simpatik yang dilakukan setiap 6 
bulan sekali, operasi zebra yang dilaksanakan sekali setahun. 
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Dari jadwal operasi yang terdapat di atas diharapkan tidak 
ada lagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat 
terutama anak, karena dengan penjagaan yang ketat seorang anak 
tidak akan berani untuk mengendarai kendaraan bermotor bahkan 
melakukan suatu pelanggaran lalu lintas. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
emforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini 
pemberian sanksi apabila aparat kepolisian menemukan anak yang 
membawa sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas, 
contohnya SIM, tidak mengenakan hlem, maka polisi akan 
memberikan tilang terhadap anak tersebut. 
Fungsi tilang tersebut adalah sebagai undangan kepada 
pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, 
serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak 
kepolisian. Sanksi ini diberikan sebagai langkah hukum guna 
memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan pelanggaran 
lalu lintas sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran 
tersebut. 
Upaya pre-emtif, preventif dan represif yang dilakukan 
aparat kepolisian Satlantas Polres Kota Makassar diharapkan dapat 
menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa aman 
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dan nyaman saat berada di ruang lalu lintas, walaupun dalam hal ini 
pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara 
menyeluruh dan langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan 
terhadap anak yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas, 
sehingga perlahan akan mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, 
sehingga perlahan akan mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas 
yang terjadi. 
Upaya-upaya ini merupakan proses dan perwujudan aparat 
kepolisian Satlantas Polres Kota Makassar kepada masyarakat 
sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi 
lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan 
secara bersama-sama dan saling mendukung. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang 
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar tahun 
2013 sampai dengan tahun 2016. Dengan demikian penulis dapat 
mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan antara lain : 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu 
lintas di Kota Makassar ialah di pengaruhi oleh teori yaitu, teori 
motivasi dan teori kontrol sosial. Teori motivasi terbagi atas dua yaitu 
motivasi intrinsik yaitu perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor 
intelegensia dan faktor usia, serta motivasi ekstrinsik yaitu perilaku 
anak yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, faktor 
pendidikan dan sekolah, dan faktor pergaulan anak. 
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Kota 
Makassar meliputi upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-
emtif sebagai upaya awal pencegahan yang berupa sosialisasi ke tiap-
tiap sekolah dan lingkungan masyarakat. Upaya preventif sebagai 
upaya lanjutan dari pencegahan awal yang berupa penjagaan disetiap 
pos lalu lintas dan pelaksanaan operasi rutin. Upaya represif sebagai 
upaya penegakan hukum yang berupa teguran sert pemberian sanksi 
berupa tilang kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. 
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B. Saran 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, 
maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut : 
1. Agar orangtua/wali dan pihak sekolah lebih aktif lagi dalam 
memberikan pemahaman atau pengetahuan berlalu lintas sejak dini. 
Sehingga seorang anak dengan mudah mengetahui hal-hal mengenai 
peraturan lalu lintas dengan baik dan benar. Serta ketegasan bagi 
orangtua dan pihak sekolah untuk tidak memberikan izin kepada anak 
atau siswa dalam pengunaan kendaraan bermotor bagi yang belum 
memiliki SIM. 
2. Agar aparat kepolisian Polres Kota Makassar lebih meningkatkan 
penjagaan di pos lalu lintas dan lebih tegas dalam menindaki 
pelanggaran lalu lintas tanpa pandang bulu dan berusaha agar dalam 
menjalankan tugas lebih maksimal 
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